I
BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 40 TAHUN 2014
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 83 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM DAN
PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI SUMEDANG,

bahwa dalam rangka tertib pengelolaan keuangan daerah agar
dapat dilaksanakan secara lebih berdaya guna dan berhasil
guna, telah ditetapkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83
Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Sumedang Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun
2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah;

. bahwa Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011

tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Sumedang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sudah
tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta
dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2851);



10.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4421):

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 65
Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Inonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Inonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);



20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997
tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti
Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta
Penyampaiannya;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011
tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional
Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 807);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun
2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 14,
Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sumedang Nomor
8);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008
Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun
2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010
Nomor 3);



Menetapkan

30.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun

2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);

31.Peraturan Bupati Sumedang Nomor 45 Tahun 2010 tentang

Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 45);

32.Peraturan Bupati Sumedang Nomor 73 Tahun 2010 tentang

Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah
Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2010 Nomor 73);

33.Peraturan Bupati Sumedang Nomor 62 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2011 Nomor 62);

34.Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 83)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Sumedang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 83 TAHUN 2011
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumedang
Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2011 Nomor 83) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 1 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor
83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2013 Nomor 1), diubah sebagai berikut:



1. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal
21A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

(1) Proses penyusunan anggaran dilaksanakan oleh pejabat sesuai
dengan bidang urusan yang menjadi kewenangannya.

(2) Dalam hal terjadi perubahan organisasi perangkat daerah dan
belum ditetapkan pejabat struktural/pengguna anggaran, maka
proses penyusunan anggaran dilakukan oleh pejabat sesuai dengan
bidang urusan yang menjadi kewenangannya dan
penandatanganan Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaan
Anggaran dan sebagainya dilakukan oleh Sekretaris Daerah selaku
koordinator pengelolaan keuangan daerah.

2. Ketentuan Bab III dan Bab VI Lampiran Peraturan Bupati Sumedang
Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011
Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Sumedang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2013 Nomor 1) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 14 Juni 2014

BUPATI SUMEDANG,

ADE IRAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 14 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2014 NOMOR



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 40 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 83 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB III
PROSEDUR PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Prosedur Penyusunan APBD meliputi:

1.

o U A~ W

Penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara;

. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD dan Rencana Kerja dan
Anggaran PPKD;

. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;

. Penyampaian dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;

. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;

. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;

. Penetapan dan pengundangan Peraturan Daerah tentang APBD dan

Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

.1 Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara

3.1.1Tujuan dan Uraian Kegiatan Secara Umum

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah
dokumen yang memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi
penyusunan APBD, kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan
pembiayaan strategi pencapaiaanya untuk periode 1 (satu) tahun.
KUA merupakan salah satu dokumen perencanaan yang dijadikan
pedoman dalam penyusunan PPAS dan APBD.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat
PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas
maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap
program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum
disepakati dengan DPRD. PPAS disusun berdasarkan KUA.
Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disusun oleh Bupati dan
dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang
dipimpin oleh Sekretaris Daerah, berdasarkan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan oleh Bupati dan
pedoman penyusunan APBD yang telah ditetapkan oleh Menteri

Dalam Negeri setiap tahun.
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3.1.2

Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang telah disusun,
disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku ketua Tim Anggaran
Pemerintah Daerah (TAPD) kepada Bupati, paling lambat pada
minggu pertama bulan Juni. Rancangan KUA dan Rancangan PPAS
disampaikan oleh Bupati kepada DPRD paling lambat pertengahan
bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam
pembicaraan pendahuluan R-APBD tahun anggaran berikutnya.
Adapun pembahasan dilakukan oleh TAPD bersama Badan Anggaran
DPRD.
Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang telah dibahas
selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir
bulan Juli tahun anggaran berjalan. KUA dan PPAS yang telah
disepakati, masing-masing dituangkan dalam Nota Kesepakatan
yang ditandatangani bersama antara Bupati dan pimpinan DPRD
dalam waktu bersamaan. Dalam Nota Kesepakatan KUA dan PPAS,
dapat dicantumkan klausul yang menyatakan bahwa dalam hal
terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan KUA dan
PPAS, maka dapat dilakukan penambahan atau pengurangan
program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif. Adapun yang
dimaksud pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan KUA dan
PPAS, adalah akibat:
a. Adanya kebijakan pemerintah bagi Kabupaten Sumedang;
b. Adanya kebijakan pemerintah provinsi untuk Kabupaten
Sumedang; dan
c. Adanya penambahan/pengurangan sumber pendapatan daerah
setelah Nota Kesepakatan ditandatangani;
Sehingga menyebabkan penambahan atau pengurangan program
dan kegiatan serta pagu anggaran definitif apabila belum ditampung
dalam Nota Kesepakatan PPAS. Penambahan atau pengurangan
program dan kegiatan serta pagu anggaran definitif tersebut
dilakukan ketika proses pembahasan R-APBD tanpa melakukan
perubahan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS.

Pelaksana dan Pihak Terkait
a. Bupati
1) Dalam menyusun Rancangan KUA dan PPAS, Bupati
menetapkan TAPD paling lambat pada awal bulan Juni;
2) Bupati mengotorisasi dan menyampaikan Rancangan KUA dan
Rancangan PPAS kepada DPRD paling lambat pertengahan

bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas oleh TAPD
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bersama Badan Anggaran DPRD dalam pembicaraan
pendahuluan R-APBD tahun anggaran berikutnya;
3) Bupati bersama dengan Pimpinan DPRD menandatangani Nota

Kesepakatan tentang KUA dan PPAS dalam waktu bersamaan;

b. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

1) TAPD dipimpin oleh Sekretaris Daerah selaku Koordinator
Pengelola Keuangan Daerah dan beranggotakan unsur-unsur
yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati,
menyusun Rancangan Awal KUA dan Rancangan Awal PPAS;

2) TAPD membahas kesesuaian Rancangan Awal KUA dan
rancangan awal PPAS dengan RKPD.

3) TAPD menyusun Rancangan Awal PPAS dengan tahapan :

a) Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
b) Menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan;
c) Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing
program/ kegiatan.
c. DPRD

1) Menerima Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang
disampaikan oleh Bupati;

2) DPRD (Badan Anggaran DPRD) bersama TAPD membahas
Rancangan KUA dan Rancangan PPAS;

3) Pimpinan DPRD bersama Bupati menanda tangani Nota

Kesepakatan tentang KUA dan PPAS dalam waktu bersamaan.

3.1.3 Hal-Hal yang Diperlukan dalam Penyusunan KUA/PPAS
a) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan
oleh Bupati.
b) Pedoman Penyusunan APBD yang dikeluarkan oleh Menteri
Dalam Negeri memuat antara lain :
1) Pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan
pemerintah dengan pemerintah daerah.
2) Prinsip dan Kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran
berkenaan.
3) Teknis penyusunan APBD.
4) Hal-hal khusus lainnya.
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3.1.4

3.1.5

Output yang Dihasilkan

a) Rancangan Kebijakan Umum APBD
Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur
dari program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan
pemerintah daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan
daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan
pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.
Program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan
harus diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang
ditetapkan oleh pemerintah, dimana asumsi-asumsi yang
mendasari  setidaknya  mempertimbangkan  perkembangan
ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal
yang ditetapkan oleh pemerintah.

b) Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
Rancangan PPAS meliputi urutan prioritas program dan kegiatan
serta sasaran dan target kinerja masing-masing program dan
kegiatan yang didasarkan pada KUA dan pagu anggaran menurut
urusan pemerintahan, organisasi, dan kelompok belanja tidak
langsung dan belanja langsung.

c) Nota Kesepakatan tentang KUA yang ditandatangani oleh Bupati
bersama-sama dengan Pimpinan DPRD.

d) Nota Kesepakatan tentang PPAS yang ditandatangani oleh Bupati

bersama-sama dengan Pimpinan DPRD.

Langkah-Langkah Teknis Penyusunan KUA dan PPAS

Teknis penyusunan KUA dan PPAS adalah langkah-langkah yang

harus dipedomani oleh pemerintah daerah dalam menyusun KUA

dan PPAS.

Langkah 1 : Penyusunan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS

a) Bupati menetapkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
untuk menyusun Rancangan Awal KUA dan Rancangan Awal
PPAS.

b) TAPD menyusun Rancangan Awal KUA dan Rancangan Awal PPAS.
Rancangan Awal KUA dan Rancangan Awal PPAS disusun
berdasarkan RKPD yang berisi tentang kebijakan dan prioritas
program pembangunan untuk pelaksanaan APBD tahun rencana
Rancangan Awal KUA memuat:

1) Kondisi ekonomi makro daerah.

2) Asumsi penyusunan APBD.
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3) Kebijakan Pendapatan Daerah.

4) Kebijakan Belanja Daerah.

5) Kebijakan Pembiayaan Daerah.

6) Strategi pencapaiannya.

Rancangan Awal PPAS memuat:

1) Skala Prioritas pembangunan daerah.

2) Prioritas program untuk masing-masing urusan.

3) Plafon anggaran sementara untuk masing-masing
program /kegiatan.

c¢) TAPD menyampaikan Rancangan Awal KUA dan Rancangan Awal
PPAS kepada Sekretaris Daerah.

d) Sekretaris Daerah menyetujui Rancangan Awal KUA dan
Rancangan Awal PPAS, dan menyerahkan Rancangan KUA dan
Rancangan PPAS kepada Bupati paling lambat pada minggu
pertama bulan Juni.

e) Bupati mengotorisasi Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang
selanjutnya diserahkan kepada DPRD.

Langkah 2 : Pembahasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS

DPRD Kabupaten Sumedang menerima Rancangan KUA dan

Rancangan PPAS yang disampaikan oleh Bupati yang selanjutnya

untuk dibahas bersama oleh Pemerintah Daerah yang diwakili oleh

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD yang diwakili

oleh Badan Anggaran dalam pembicaraan pendahuluan R-APBD

Tahun Anggaran berikutnya

Langkah 3: Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan Nota

Kesepakatan PPAS

Hasil pembahasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS

selanjutnya dituangkan dalam Nota Kesepakatan KUA dan Nota

Kesepakatan PPAS yang ditandatangani oleh Bupati dan DPRD

Kabupaten Sumedang secara bersamaan, paling lambat akhir bulan

Juli tahun anggaran berjalan.

3.1.6 Format dan Formulir
a. Format Kebijakan Umum APBD (KUA)

BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD.
1.2. Tujuan Penyusunan KUA.
1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA.

BAB II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah
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pada Tahun Sebelumnya.

2.2. Rencana Target Ekonomi Makro pada Tahun

Perencanaan.
BAB III. ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (R-APBD)

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN.
3.2. Laju Inflasi.
3.3. Pertumbuhan PDRB (Migas dan Non Migas).

3.4. Lain-lain Asumsi (misal: kebijakan yang berkaitan

dengan gaji PNS).
BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

DAERAH

4.1. Kebijakan Pendapatan Daerah.

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah
yang Akan Dilakukan pada Tahun Anggaran
Berkenaan.

Target Pendapatan Daerah meliputi
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana
Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan
Daerah yang Sah.

Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam

Mencapai Target.

4.2. Kebijakan Belanja Daerah.

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Kebijakan terkait dengan perencanaan Belanja
Daerah meliputi Total Perkiraan Belanja
Daerah.

Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi,
Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil,
Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak
Terduga.

Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala
yang Dihadapi, Strategi dan  Prioritas
Pembangunan Daerah yang Disusun secara
Terintegrasi dengan Kebijakan dan Prioritas
Pembangunan Nasional yang dilaksanakan di
Daerah.

Kebijakan Belanja Daerah berdasarkan:

- Urusan Pemerintahan Daerah (Urusan

Wajib dan Urusan Pilihan).
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- Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
4.3. Kebijakan Pembiayan Daerah
4.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

4.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

b. Format Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA)

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR : .......cceeeeeee
TANGGAL : .....ccccueeeeee

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama PP
Jabatan :  Bupati Sumedang

Alamat Kantor ettt ettt ettt et et et e

bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Sumedang yang

selanjutnya disebut sebagai pihak PERTAMA

2. a. Nama ettt ettt ettt ee ettt ettt eaaaeeeeaas

Jabatan . Ketua DPRD Kabupaten Sumedang
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AN E=00 o P= Rl (€= o L ¥ o) ol

b. Nama PP P PP TPRUPOUPPR
Jabatan :  Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang

Alam At KAt Or & oottt e

c. Nama H O PP PPPPP
Jabatan :  Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang

AlAINat KAt Or & ittt

d. Nama PP PP PP PP
Jabatan :  Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang

Alam At KAt Or & et e s

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut
sebagai pihak KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD
yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk
selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon

anggaran sementara APBD Tahun Anggaran .......

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan
umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran ..... , Kebijakan pendapatan, belanja dan
pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara dan APBD TA. .....

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran ...... disusun
dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan

dengan Nota Kesepakatan ini.
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Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam

penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun

Anggaran .......

BUPATI SUMEDANG

selaku,
PIHAK PERTAMA

(tanda tangan)

(nama lengkap)

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Sumedang, tanggal .............
PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

selaku,
PIHAK KEDUA

(tanda tangan)

(nama lengkap)

KETUA

(tanda tangan)

(nama lengkap)

WAKIL KETUA

(tanda tangan)

(nhama lengkap)

WAKIL KETUA

(tanda tangan)

(nama lengkap)

WAKIL KETUA
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C. Format Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
FORMAT
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN ANGGARAN ....

BAB 1. PENDAHULUAN
Berisikan latar belakang, tujuan dan dasar penyusunan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS)

BAB II. RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
Berisikan tentang target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah
yang meliputi pendapatan asli daerah (PAD), penerimaan dana perimbangan
dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta sumber-sumber
penerimaan pembiayaan berdasarkan kebijakan pendapatan daerah dalam
KUA.

Tabel 2.1
Target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran .....
PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN EaRGEI o DASAR
NO. DAERAH ANGGARAN HUKUM
BERKENAAN
1 2 3 4
1 Pendapatan Asli Daerah
1.1 Pajak Daerah
1.2 Retribusi Daerah
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
2 Dana Perimbangan
2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak
2.2 Dana Alokasi Umum
2.3 Dana Alokasi Khusus
2.4 Dana Tunjangan Profesi
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
3.1 Hibah
3.2 Dana Darurat
33 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah
’ Daerah lainnya
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
35 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah
’ Daerah lainnya
3.6 Bagi Hasil Bukan Pajak dari Provinsi
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
Penerimaan pembiayaan
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
Sebelumnya (SiLPA)
Pencairan dana cadangan
Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan
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Penerimaan pinjaman daerah

Penerimaan kembali pemberian pinjaman

Penerimaan piutang daerah

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

JUMLAH DANA TERSEDIA

BAB III. PRIORITAS BELANJA DAERAH

Berisi urutan prioritas penggunaan pendapatan dan sumber pembiayaan
daerah yang akan dituangkan dalam anggaran belanja daerah.

Matriks Prioritas Pembangunan

NO. Prioritas Sasaran SKPD yang Nama Program
Pembangunan melaksanakan
1. Contoh : Contoh : Contoh : Contoh :
Penapggulangan Meningkatnya 1. Dinas Sosial; Pemberdayaan
Kemiskinan kesejahteraan penduduk 2. Dinas PMD; Fakir Miskin

miskin sehingga prosentase
penduduk miskin dapat
mencapai 14,4% pada akhir
tahun 2007

3. Dinas kesehatan;

@

Dst.

JUMLAH

Catatan:

Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah,
baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang dipilih oleh daerah tersebut

BABIV. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan
Berisikan plafon anggaran sementara masing-masing urusan dan
satuan kerja yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk

tabulasi.
Tabel IV.1
PLAFON ANGGARAN
URUSAN/SKPD SEMENTARA (RP) KET.
2 3 4
URUSAN WAJIB
Pendidikan
1.1 Dinas/Badan/Kantor
2 Dst..ccoceiecncnnnns
2 Kesehatan
2.1 Dinas/Badan/Kantor
2.2 Dst..ccoeeirinnnnenns
3 Pekerjaan Umum
3.1 Dinas/Badan/Kantor
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PLAFON ANGGARAN

URUSAN/SKPD SEMENTARA (RP) KET.
2 3 4
3.2 Dst..ccoeveeinnennnns
4 Perumahan
4.1 Dinas/Badan/Kantor
4.2 Dst..ccceveiacnnnnns
S Penataan Ruang
5.1 Dinas/Badan/Kantor
5.2 Dst..ccoevieinnennnns
6 Perencanaan Pembangunan
6.1 Dinas/Badan/Kantor
6.2 Dst..cceeeecncnnnnns
7 Perhubungan
7.1 Dinas/Badan/Kantor
7.2 Dst..cceececncnnnnns
8 Lingkungan Hidup
8.1 Dinas/Badan/Kantor
8.2 Dst.cccceiiecncnnns
9 Pertanahan
9.1 Dinas/Badan/Kantor
9.2 Dst.ccceeieincnnnnnes
10 Kependudukan dan Catatan Sipil
10.1 Dinas/Badan/Kantor
10.2 Dst..ccuveeninnnnnee
11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

11.1 Dinas/Badan/Kantor

11.2 Dst....ccccuvaeenen.

12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

12.1 Dinas/Badan/Kantor

12.2 Dst....ccccuvaeenen.

13 Sosial

13.1 Dinas/Badan/Kantor

13.2 Dst....cccceuanenee.

14 Ketenagakerjaan

14.1 Dinas/Badan/Kantor

14.2 Dst....cccenaeeeene.

15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

15.1 Dinas/Badan/Kantor

15.2 Dst....cccenaeeeenes

16 Penanaman Modal

16.1 Dinas/Badan/Kantor

16.2 Dst....ccceneaeeeene.

17 Kebudayaan

17.1 Dinas/Badan/Kantor

17.2 Dst..ccovenrnnanenn.

18 Pemuda dan Olah Raga

18.1 Dinas/Badan/Kantor

18.2 Dst.ccveverannnnnen.

19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

19.1 Dinas/Badan/Kantor

19.2 Dst..cccecerananenen.

20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
dan Persandian

20.1 Dinas/Badan/Kantor/Sekretariat/ Inspektorat

20.2 Dst.ceeeinncennnne.

21 Ketahanan Pangan

21.1 Dinas/Badan/Kantor

21.2 Dst.ceecinncennenes

22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

22.1 Dinas/Badan/Kantor
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PLAFON ANGGARAN

URUSAN/SKPD SEMENTARA (RP) KET.
2 3 4
22.2 DSt.ccoeienniennnns
23 Statistik
23.1 Dinas/Badan/Kantor
23.2 Dst..cceeennnnennnns
24 Kearsipan
24.1 Dinas/Badan/Kantor
24.2 Dst..cccececaannnees
25 Komunikasi dan Informatika
25.1 Dinas/Badan/Kantor
25.2 Dst..cccececanannnes
26 Perpustakaan
26.1 Dinas/Badan/Kantor
26.2 Dst..ccoeeennnnennnes
URUSAN PILIHAN
1 Pertanian
1.1 Dinas/Badan/Kantor
1.2 Dst..cccececaannnee.
2 Kehutanan
2.1 Dinas/Badan/Kantor
2.2 Dst..cccececannnnee.
3 Energi dan Sumberdaya Mineral
3.1 Dinas/Badan/Kantor
3.2 Dstvieiiiiinnnnnn..
4 Pariwisata
4.1 Dinas/Badan/Kantor
4.2 Dstovveieiiannnnnne.
5 Kelautan dan Perikanan
5.1 Dinas/Badan/Kantor
5.2 Dstoveviiiiiinnnnnne.
6 Perdagangan
6.1 Dinas/Badan/Kantor
6.2 Dstevviiiiiinnnnnnns
7 Industri
7.1 Dinas/Badan/Kantor
7.2 Dstoviiiiiiininnnns
8 Ketransmigrasian
8.1 Dinas/Badan/Kantor
8.2 DSteveiiiiiiinnnnnn
4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan
Berisikan plafon anggaran sementara berdasarkan program kegiatan
yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi.
Tabel IV.2
Plafon anggaran sementara berdasarkan program dan kegiatan
Tahun Anggaran ....
Urusan
SKPD
PLAFON
NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5

01 Program A

02 Program B

03 Program C

04 Program D

05 Program dst .....

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
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4.3 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi,
Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan

Belanja Tidak Terduga

Berisikan plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai, bunga,
subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan
dan belanja tidak terduga yang dituangkan secara deskriptif dan

dalam bentuk tabulasi.

Tabel IV.3

Plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan

sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan,

dan belanja tidak terduga
Tahun Anggaran ....

NO.

URAIAN

PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.)

Belanja Pegawai

Belanja Bunga

Balanja Subsidi

Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial

NP, WINI—

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintahan Desa

~

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota
dan Pemerintahan Desa

Belanja Tidak Terduga

\O| 0o

Belanja Bantuan Keuangan

BAB V. RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Berisikan tentang target penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran

pembiayaan daerah.

Tabel V

Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran ....

PLAFON ANGGARAN
No. URAIAN SEMENTARA (Rp.)
PEMBIAYAAN DAERAH
1 Penerimaan pembiayaan
11 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya
' (SiLPA)
1.2 | Pencairan dana cadangan
1.3 | Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan
1.4 | Penerimaan pinjaman daerah
1.5 | Penerimaan kembali pemberian pinjaman
1.6 | Penerimaan piutang daerah
Jumlah penerimaan pembiayaan
2 Pengeluaran pembiayaan
2.1 | Pembentukan dana cadangan
2.2 | Penyertaan modal (Investasi) daerah
2.3 | Pembayaran pokok utang
2.4 | Pemberian pinjaman daerah

Jumlah pengeluaran pembiayaan

Pembiayaan neto
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BAB VI. PENUTUP

Demikianlah Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD
Tahun Anggaran Berkenaan dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah
dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA. Berkenaan. Pada
Bab ini juga berisikan kesepakatan-kesepakatan lain antara pemerintah daerah dan

DPRD terhadap PPAS.
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d. Format Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS)

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR : ..............e.
TANGGAL : ................

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

B\ F= ¥ s o = S

Jabatan :  Bupati Sumedang

Alamat Kantor

bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Sumedang yang

selanjutnya disebut sebagai pihak PERTAMA

2. a. Nama

Jabatan :  Ketua DPRD Kabupaten Sumedang

Alamat Kantor: ...
b.Nama e

Jabatan :  Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang

Alamat Kantor @ ..o e
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c. Nama L e
Jabatan :  Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang

Alammat Kantor & it

d. Nama PPN
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang

Alamat KAt Or & ot et

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut
sebagai pihak KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan
Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (RAPBD) TA. .......

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara
DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD TA. ..... , para
pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi
rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah TA. ...... , Prioritas
belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara per urusan dan SKPD, Plafon
Anggaran Sementara program dan kegiatan, Plafon Anggaran Sementara

belanja tidak langsung, dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah TA. ......

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran ......
disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan

dengan Nota Kesepakatan ini.
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Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat u